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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara memerlukan pendapatan dari berbagai sumber, tidak hanya dari pajak, 

untuk mengelola kepentingan negara dan memberikan layanan kepada masyarakat. 

Salah satu jenis penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak adalah 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara umum, PNBP dapat diartikan 

sebagai total penerimaan yang diterima oleh pemerintah pusat di luar penerimaan 

dari pajak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2018 mengenai PNBP. PNBP dapat dipandang sebagai alat fiskal yang mirip dengan 

pajak karena turut membantu menjaga kestabilan keuangan negara. 

Kementerian Hukum memiliki lembaga pelaksana teknis yang berkontribusi 

terhadap PNBP, yaitu Balai Harta Peninggalan Jakarta (BHP). BHP berada di dalam 

naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tugas-tugas BHP 

berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan 

pengelolaan Uang Pihak Ketiga (UPK). Salah satu bentuk PNBP yang dikelola BHP 

adalah PNBP UPK. PNBP UPK mencakup dana yang berasal dari berbagai masalah 

hukum, seperti harta tidak terurus (onbeheerde nalatenschap), perwalian anak, dan 

transfer dana yang tidak dapat diserahkan kepada pihak yang berhak. Dana-dana 

tersebut disimpan ke dalam rekening khusus yang dikelola oleh BHP dan menunggu 

adanya pengajuan klaim dari pihak yang berhak sesuai jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

Dasar hukum mengenai penatausahaan UPK telah ditetapkan melalui 

sejumlah peraturan di Kementerian Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 20 Tahun 2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Nomor AHU-1.16 Tahun 2020 tentang Penatausahaan UPK pada BHP 

menjadi dasar hukum utama dalam menentukan syarat, ketentuan, dan prosedur 

umum terkait penatausahaan tersebut. Kedua peraturan tersebut telah mengatur 

aspek-aspek penting dari penatausahaan UPK secara rinci. Namun, keduanya belum 

dilengkapi dengan gambaran alur kerja yang terdokumentasi secara visual, seperti 
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dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Tidak adanya flowchart resmi yang baku 

berpotensi menyebabkan perbedaan pemahaman di antara pelaksana di lapangan 

terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penatausahaan UPK. 

Keberadaan flowchart prosedur kerja memiliki peran yang cukup penting 

dalam pengendalian internal sebuah organisasi. Diagram alir berperan sebagai 

sarana komunikasi antara pimpinan dan pelaksana lapangan, sehingga seluruh 

pihak memiliki kesamaan pemahaman mengenai urutan serta tahapan kerja yang 

harus dilaksanakan dalam penatausahaan UPK. Apabila diagram alir yang baku 

tidak tersedia, proses penatausahaan UPK berisiko tidak dilaksanakan secara 

seragam oleh para pelaksananya, terutama pada saat terjadi pergantian personel 

maupun ketika pelaksana baru dituntut untuk memahami prosedur dalam waktu 

yang relatif singkat. Diagram alir yang telah terstandarisasi sangat bermanfaat 

dalam mendukung proses audit dan evaluasi kinerja, karena terdapat acuan yang 

jelas mengenai tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap 

pelaksana. 

Pelaksanaan penatausahaan UPK di BHP tidak selalu berjalan lancar karena 

terdapat beberapa kendala yang sering terjadi di lapangan. Salah satu kendala yang 

sering muncul adalah masalah kelengkapan dokumen pendukung, dimana beberapa 

dokumen yang berkaitan dengan UPK sudah tersimpan sangat lama sehingga 

terdapat dokumen yang sudah tidak dapat ditemukan kembali. Kondisi tersebut 

berpotensi menyebabkan tertundanya proses penyetoran PNBP ke kas negara. 

Kendala lainnya adalah lamanya proses yang harus dilalui di pengadilan, terutama 

dalam memperoleh penetapan yang merupakan syarat wajib sebelum dana tersebut 

dapat disetorkan secara resmi ke kas negara. Berdasarkan keterangan bendahara 

penerima BHP Jakarta, lamanya proses penetapan tersebut tidak dapat dipastikan, 

sebab sepenuhnya bergantung pada jadwal persidangan yang berlaku serta hakim 

yang ditugaskan untuk menangani permohonan yang diajukan. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, penulis memiliki ketertarikan 

untuk mengkaji topik tersebut dalam tugas akhir yang berjudul "Prosedur 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai 

Harta Peninggalan Jakarta". Hal ini dilatarbelakangi karena meskipun 

regulasinya sudah ada namun belum terdapat flowchart yang menggambarkan alur 
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prosedurnya. Dengan demikian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran prosedur terkait PNBP UPK pada BHP. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam tugas akhir ini, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak 

Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta? 

b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta? 

c. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai 

Harta Peninggalan Jakarta? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penulisan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang 

Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta; 

b. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan 

Jakarta; 

c. Untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala 

pada proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Pihak Ketiga 

pada Balai Harta Peninggalan Jakarta. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber manfaat 

bagi berbagai pihak, di antaranya: 

a. Bagi penulis 

 Penulisan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kewajiban 

penyelesaian tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademik. 
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b. Bagi Balai Harta Peninggalan Jakarta 

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi BHP, khususnya terkait prosedur PNBP uang pihak ketiga yang 

disajikan dalam bentuk flowchart sehingga dapat membantu mempermudah 

pemahaman pegawai terhadap alur kerja yang berlaku.  

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

sumber informasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, khususnya 

Program Studi D3 Administrasi Bisnis, yang akan melakukan penelitian 

terkait prosedur administrasi pada instansi pemerintah. 

  

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini dikumpulkan melalui 

beberapa metode, yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bendahara Penerima 

sebagai narasumber utama dalam penulisan ini. Pengumpulan data melalui 

wawancara dilakukan dengan metode terstruktur, yaitu mengacu pada 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Daftar 

pertanyaan wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1.1. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menelaah 

sejumlah arsip dan dokumen yang berkaitan dengan PNBP UPK. Dokumen 

tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan 

dokumen pendukung lainnya. Informasi yang diperoleh selanjutnya 

dimanfaatkan sebagai data pelengkap dan bahan verifikasi terhadap hasil 

wawancara yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur PNB UPK pada BHP, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Proses PNBP UPK pada BHP berlangsung melalui serangkaian tahapan yang 

saling berkaitan satu sama lain. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan 

permohonan oleh pemohon yang disertai kelengkapan dokumen, kemudian 

dilanjutkan dengan verifikasi oleh tim teknis hukum untuk memastikan 

keabsahan data yang diajukan. Setelah dinyatakan lengkap, dana kemudian 

dicatat dan disimpan dalam rekening giro BHP selama jangka waktu tiga 

puluh tahun, dengan tetap membuka kesempatan klaim bagi pihak yang 

berhak selama masa penyimpanan tersebut berlangsung. Apabila dalam kurun 

waktu tersebut tidak terdapat klaim yang dapat dibuktikan kebenarannya, 

dana akan diproses lebih lanjut untuk disetorkan ke kas negara melalui sistem 

SIMPADHU AHU. 

b. Terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan UPK. 

Kendala pertama berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen pendukung, 

mengingat sebagian arsip UPK telah tersimpan dalam jangka waktu yang 

sangat lama sehingga tidak seluruhnya dapat ditemukan saat dibutuhkan. 

Kendala kedua adalah lamanya proses penerbitan penetapan oleh pengadilan 

yang tidak dapat diprediksi karena bergantung pada jadwal persidangan dan 

hakim yang menangani perkara, sehingga berpotensi menunda seluruh proses 

penyetoran. Kendala ketiga adalah belum tersedianya flowchart resmi yang 

dapat dijadikan pedoman kerja bagi seluruh pegawai, termasuk pegawai baru 

yang dituntut memahami alur kerja dalam waktu singkat, sehingga berpotensi 

menimbulkan perbedaan pemahaman antarpegawai dalam melaksanakan 

prosedur yang berlaku. 

c. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, BHP menempuh beberapa langkah 

penyelesaian yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kendala. 
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Untuk dokumen yang tidak lagi tersedia, BHP menyusun surat pernyataan 

dari Kepala BHP dengan tetap berpedoman pada buku register sebagai bukti 

autentik. Untuk mempermudah proses pengajuan ke pengadilan, BHP 

memanfaatkan aplikasi e-Court agar pengajuan dapat dilakukan secara 

daring. Adapun untuk mengatasi belum tersedianya flowchart, penulis 

menggambarkan visualisasi alur prosedur PNBP UPK agar seluruh pegawai, 

termasuk pegawai baru, memiliki pedoman kerja yang sistematis sehingga 

proses orientasi dapat berjalan lebih cepat dan pelaksanaan tugas menjadi 

lebih seragam. 

 

5.2 Saran 

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan 

beberapa saran yang bersifat konstruktif sebagai berikut: 

a. Bagi Balai Harta Peninggalan Jakarta 

Pertama, BHP perlu segera membangun sistem pengelolaan arsip yang 

lebih terstruktur dengan mendigitalisasi seluruh dokumen UPK melalui 

proses pemindaian, kemudian menyimpannya pada media penyimpanan 

daring seperti Google Drive maupun server internal instansi. Selain itu, 

pembuatan salinan fisik dalam bentuk fotokopi sebagai cadangan arsip juga 

perlu dilakukan secara konsisten, agar dokumen tetap dapat ditelusuri 

meskipun dokumen aslinya mengalami kerusakan atau kehilangan. 

Kedua, perlu disediakan lemari khusus yang diperuntukkan bagi 

penatausahaan dokumen UPK, dengan sistem pengkodean dan 

pengklasifikasian arsip yang teratur, sehingga pencarian dokumen di 

kemudian hari dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien. 

Ketiga, untuk mengantisipasi lamanya proses penerbitan penetapan di 

pengadilan, BHP Jakarta perlu memastikan bahwa berkas permohonan yang 

dikirimkan melalui e-Court telah benar-benar lengkap dan sesuai dengan 

ketentuan sebelum diajukan, sehingga tidak terjadi pengembalian berkas yang 

berpotensi menambah waktu tunggu secara signifikan. 
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b. Bagi Institusi Pendidikan 

Politeknik Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Diploma III 

Administrasi Bisnis, diharapkan dapat memperkaya muatan materi 

perkuliahan yang berkaitan dengan prosedur administrasi keuangan negara, 

termasuk di dalamnya mekanisme PNBP, sehingga mahasiswa memiliki 

bekal pemahaman yang lebih memadai sebelum memasuki dunia kerja di 

instansi pemerintah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang mengangkat topik serupa disarankan untuk 

tidak hanya berfokus pada prosedur penyetoran, melainkan juga mengkaji 

secara lebih mendalam aspek pengelolaan arsip dokumen UPK, mengingat 

permasalahan kelengkapan dokumen merupakan kendala yang hingga saat ini 

belum memperoleh solusi yang sepenuhnya efektif di BHP. Dengan 

demikian, hasil penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif bagi instansi dalam mengatasi 

permasalahan tersebut.  
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara 

 

 

 

 

 

a. Identitas Informan 

Nama narasumber :  Retnaning Lestari 

Jabatan :  Bendahara Penerima 

b. Pertanyaan terkait gambaran umum PNBP Uang Pihak Ketiga 

1) Apa yang dimaksud dengan PNBP uang pihak di Balai Harta 

Peninggalan Jakarta 

2) Apa saja jenis PNBP yang dikelola di Balai Harta Peninggalan Jakarta? 

c. Pertanyaan terkait dasar hukum dan ketentuan PNBP Uang Pihak Ketiga 

3) Apakah saat ini sudah terdapat SOP atau ketentuan tertulis yang 

mengatur proses penyetoran PNBP uang pihak ketiga? 

4) Dasar hukum apa yang mengatur penyetoran PNBP uang pihak ketiga 

di Balai Harta Peninggalan Jakarta? 

d. Pertanyaan terkait proses penyetoran PNBP Uang Pihak Ketiga 

5) Bagaimana alur penyetoran PNBP uang pihak ketiga mulai dari 

penerimaan dana hingga penyetoran ke kas negara? 

6) Bagaimana proses penyetoran dana pihak ketiga ke kas negara? 

7) Berapa lama proses penetapan dari pengadilan sebelum dana dapat 

disetorkan ke kas negara? 

8) Di mana penyetoran dana dilakukan? 

e. Pertanyaan terkait dokumen dan pihak yang terlibat 

9) Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses PNBP uang pihak 

ketiga? 

10) Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses PNBP uang pihak ketiga? 
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f. Pertanyaan terkait kendala dalam proses penyetoran PNBP Uang Pihak 

Ketiga 

11) Kendala apa saja yang sering terjadi dalam proses penyetoran PNBP 

uang pihak ketiga? 

g. Pertanyaan terkait upaya mengatasi kendala 

12) Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

13) Apakah terdapat dokumen cadangan apabila arsip atau dokumen 

pendukung hilang? 

14) Apakah dana tetap dapat disetorkan ke kas negara apabila dokumen 

pendukung sudah tidak lengkap? 
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Lampiran 2 Hasil Wawancara 

 

Transkrip Wawancara 

 

Pewawancara :  Pipin Pujianingrum 

Narasumber  :  Retnaning Lestari 

Jabatan  :  Bendahara Penerima  

Hari/Tanggal  :  Selasa/ 9 Juni 2026 

Tempat  :  Ruang kerja Subbagian Umum 

Metode  :  Wawancara tatap muka 

 

a. Gambaran Umum PNBP Uang Pihak Ketiga 

Jawab: PNBP uang pihak ketiga merupakan dana milik pihak ketiga yang 

dititipkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Apabila dana 

tersebut mengendap di rekening BHP dan tidak ada pihak yang 

mengklaim selama 30 tahun, maka dana tersebut disetorkan ke kas 

negara sebagai PNBP. 

b. Apakah saat ini sudah ada SOP tertulis yang mengatur proses penyetoran 

PNBP? 

Jawab: Sudah ada ketentuan yang mengatur penyetoran PNBP. Dasar 

pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 20 Tahun 2019. Ketentuan tersebut berasal dari pusat, yaitu 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), sehingga 

BHP tidak menyusun SOP secara mandiri. Selain itu, proses 

penyetoran dilakukan melalui aplikasi SIMPADHU AHU sehingga 

pelaksanaannya bersifat terintegrasi dan seragam di seluruh 

Indonesia. 

c. Apa saja jenis PNBP yang dipungut di Balai Harta Peninggalan Jakarta? 

Jawab: Secara umum, PNBP di lingkungan BHP termasuk dalam kategori 

PNBP pelayanan hukum. Namun, khusus untuk PNBP uang pihak 

ketiga, dana yang disetorkan bukan merupakan pungutan dari 
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masyarakat, melainkan dana yang telah mengendap di rekening BHP 

selama 30 tahun tanpa adanya klaim dari pihak yang berhak. 

 Sebelum dana tersebut disetorkan ke kas negara, BHP terlebih 

dahulu mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Setelah 

pengadilan mengeluarkan penetapan, barulah dana tersebut dapat 

disetorkan sebagai PNBP ke kas negara. 

d. Dasar hukum apa yang mengatur penyetoran PNBP uang pihak ketiga di 

BHP? 

Jawab: Dasar hukum utama yang digunakan adalah: 

1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019; 

dan 

2) Keputusan Direktur Jenderal AHU Nomor AHU-1.16 Tahun 

2020 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai 

Harta Peninggalan 

e. Bagaimana alur penyetoran PNBP uang pihak ketiga yang berjalan saat ini, 

mulai dari penerimaan hingga dana disetorkan ke kas negara? 

Jawab: Prosesnya tidak memiliki batas waktu yang pasti karena bergantung 

pada jenis perkara dan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Dana 

pihak ketiga dapat berasal dari berbagai sumber, seperti transfer 

dana, onbeheerde nalatenschap (harta tidak terurus). Alurnya secara 

umum sebagai berikut: 

1) Pemohon mengajukan permohonan kepada BHP melalui bagian 

teknis. 

2) Pemohon melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, seperti 

KTP, KK, surat permohonan, serta dokumen pendukung lainnya 

sesuai jenis kasus. 

3) Tim teknis hukum melakukan pemeriksaan dan memproses 

permohonan. 

4) Dana pihak ketiga kemudian ditempatkan dalam rekening BHP. 

5) Apabila terdapat pihak yang mengajukan klaim dan dapat 

membuktikan haknya, BHP akan mengembalikan dana tersebut 

kepada pihak yang bersangkutan. 
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6) Jika dana tersebut tidak diklaim selama 30 tahun, maka dana 

akan diproses untuk disetorkan ke kas negara. 

f. Bagaimana proses penyetoran dana tersebut ke kas negara? 

Jawab: Bendahara penerima terlebih dahulu melakukan cut off pada akhir 

tahun di bulan Desember terhadap dana-dana yang telah mencapai 

masa pengendapan 30 tahun. Setelah itu dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Menyusun daftar rincian dana yang memenuhi ketentuan 30 

tahun. 

2) Mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. 

3) Menunggu keluarnya penetapan pengadilan. 

4) Setelah penetapan diterbitkan, dana disetorkan ke kas negara 

sesuai jumlah yang tercantum dalam penetapan tersebut. 

g. Berapa lama proses penetapan dari pengadilan? 

Jawab: Jangka waktu penerbitan penetapan pengadilan tidak dapat 

dipastikan karena bergantung pada proses di pengadilan dan hakim 

yang menangani perkara tersebut. 

 Berdasarkan pengalaman narasumber, proses penetapan pernah 

memakan waktu sekitar dua bulan. Apabila proses di pengadilan 

berlangsung lama, maka proses penyetoran PNBP di BHP juga akan 

ikut tertunda. 

h. Di mana penyetoran dana dilakukan? 

Jawab: Penyetoran dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) karena 

rekening uang pihak ketiga yang dikelola BHP menggunakan bank 

tersebut. 

i. Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses PNBP uang pihak ketiga? 

Jawab: Dokumen yang digunakan bergantung pada jenis dana pihak ketiga, 

antara lain: 

1) Penetapan atau putusan pengadilan, khususnya untuk perkara 

perwalian, onbeheerde nalatenschap; 

2) Peraturan OJK, sebagai dasar untuk kasus transfer dana; 
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3) Dokumen pendukung lainnya sesuai karakteristik masing-

masing kasus. 

Untuk kasus tertentu, pengadilan dapat menunjuk BHP melalui suatu 

penetapan agar dana atau harta tertentu dikelola oleh BHP. Setelah 

dana tersebut mengendap selama 30 tahun tanpa klaim, barulah dapat 

disetorkan ke kas negara. 

j. Siapa saja pihak yang terlibat dalam PNBP uang pihak ketiga? 

Jawab: Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyetoran PNBP uang 

pihak ketiga meliputi: 

1. Bendahara Penerima; 

2. Kepala Balai Harta Peninggalan; 

3. Tim Teknis Hukum yang ditunjuk melalui Surat Kuasa 

k. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam proses penyetoran PNBP uang 

pihak ketiga? 

Jawab: Kendala yang sering dihadapi antara lain: 

1. Kelengkapan dokumen, karena sebagian dokumen pendukung 

sudah sangat lama sehingga hilang atau tidak lagi ditemukan 

dalam arsip; dan 

2. Proses birokrasi di pengadilan, yang lamanya bergantung pada 

mekanisme dan hakim yang menangani perkara. 

l. Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

Jawab: Untuk kendala yang berkaitan dengan pengadilan, saat ini proses 

menjadi lebih mudah karena telah tersedia aplikasi e-Court, 

sehingga pengajuan dapat dilakukan secara daring. 

  Sementara itu, untuk kendala berupa hilangnya arsip atau dokumen 

pendukung, belum terdapat solusi yang sepenuhnya efektif.  

m. Berarti belum ada dokumen cadangan apabila arsip atau dokumen pendukung 

hilang? 

Jawab: Belum ada. Apabila dokumen benar-benar hilang dan tidak dapat 

ditemukan kembali, Balai Harta Peninggalan (BHP) dapat membuat 

surat pernyataan dari Kepala BHP yang menerangkan bahwa 

dokumen tersebut memang sudah tidak tersedia. 
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n. Apakah dana tetap dapat disetorkan ke kas negara apabila dokumen 

pendukung sudah tidak lengkap? 

Jawab: Tetap dapat disetorkan. BHP masih memiliki buku register yang 

memuat catatan mengenai dana pihak ketiga tersebut. Dalam buku 

register tersebut biasanya tercantum nomor putusan pengadilan serta 

informasi terkait lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti 

autentik bahwa dana tersebut memang pernah dikelola oleh BHP dan 

memenuhi syarat untuk disetorkan ke kas negara. 

 

Demikian transkrip wawancara ini dibuat sebagai dokumentasi penulisan dan 

telah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. 
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Lampiran 3 Surat izin penggunaan data 
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Lampiran 4 Format berita acara pengambilan uang pihak ketiga 
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Lampiran 5 Laporan uji turnitin 

 

 

Link dokumen hasil uji Turnitin 

https://drive.google.com/file/d/1uAPWguAXnjpdvcY-

V8h5OrGTXHr4xI4g/view?usp=drive_link 

https://drive.google.com/file/d/1uAPWguAXnjpdvcY-V8h5OrGTXHr4xI4g/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1uAPWguAXnjpdvcY-V8h5OrGTXHr4xI4g/view?usp=drive_link
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